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PUTUSAN
Nomor 47/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara:

PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, diwakili oleh MULJO

RAHARDJO, selaku Direktur Utama PT Kalimantan Sanggar

Pusaka, tempat kedudukan di Lyman Wing, Kota BNI, Jalan

Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan

Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PENI HIRJANTO, jabatan Direktur Keberatan dan Banding,
Direktorat Jenderal Pajak;

2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan
Banding;

3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan
Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi,
Direktorat Keberatan dan Banding;

4. DHIYAH ROSALINA, jabatan Penelaah Keberatan, Sub
Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat
Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta,

12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-

3416/PJ./2016 tanggal 19 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan
Pajak Nomor PUT-68993/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang telah
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berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-
2312/WPJ.06/2014 tanggal 9 Desember 2014 dengan ini Pemohon Banding
ajukan banding dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
Perhitungan menurut Terbanding;

Pajak Masukan

Menurut SPT Rp. 273.643.407
Menurut Terbanding Rp. 267.754.407
Koreksi Rp. 5.889.000

Perhitungan PPN

PPN kurang bayar Rp. 5.889.000
Sanksi Administrasi Rp. 2.237.820
Pajak yang masih harus dibayar Rp 8.126.820

Bahwa dasar dilakukan koreksi adalah Pajak Masukan atas BKP & JKP yang

digunakan untuk kebutuhan kebun kelapa sawit yaitu Pajak Masukan atas

pembelian pupuk. Dasar Hukum:

1) UU PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 16 B ayat 3;

2) Peraturan Menteri Keuangan no. 575/KMK.04/2000 yang telah diubah
terakhir dengan PMK No. 78/PMK.03/2010;

3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-90/PJ/2011 tanggal 23
November 2011 poin 6 B;

Alasan Banding;

Bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah menjual CPO, dimana Tanda

Buah Segar (TBS) adalah bahan baku yang diolah di dalam entitas yang sama

dalam unit usaha terintegrasi. Pemohon Banding melakukan usaha terpadu

(terintegrasi) yaitu mengelola sendiri kegiatan mulai dari pengolahan lahan,

menanam, memelihara, membangun dan memanen TBS yang kemudian diolah

menjadi CPO untuk dijual (dalam hal ini tidak ada penyerahan TBS);

Bahwa yang termasuk dalam pengertian "Penyerahan Barang Kena Pajak"

menurut Pasal 1 A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;

b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau
perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui

juru lelang;
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d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena
Pajak;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut
tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan;

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya
dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;

g. penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan

h. penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam
rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,
yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak
kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Bahwa dalam hal perusahaan terpadu (integrated) ini maka penyerahan produk

dari unit perkebunan kepada unit pabrik bukan penyerahan kena pajak menurut

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah, namun hanya merupakan

pemindahan antar unit usaha dalam satu perusahaan terpadu (terintegrasi)

karena masih merupakan bagian dari proses produksi untuk menghasilkan
minyak kepala sawit/CPO dan inti sawit;

Bahwa dengan demikian bagi perusahaan terintegrasi, TBS tersebut masih

merupakan barang dalam proses (Work in Progress) yang harus diolah lebih

lanjut menjadi CPO sebagai produk akhir yang merupakan Barang Kena Pajak

(BKP);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas menurut Pemohon Banding Pajak

Masukan atas pembelian pupuk dapat dikreditkan, sehingga pajak yang

terutang sebagai berikut:

Pajak Masukan

Menurut SPT Rp. 273.643.407,00
Menurut Terbanding Rp. 273.643.407,00
Koreksi Rp. Nihil

Perhitungan PPN

PPN kurang bayar Rp. Nihil
Sanksi Administrasi Rp. Nihil
Pajak yang masih harus dibayar Rp. Nihil
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Bahwa demikianlah penjelasan Pemohon Banding, dengan harapan Majelis
dapat mengabulkannya. Atas perhatian Bapak, Pemohon Banding ucapkan
terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
68993/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum
tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2312/WPJ.06/2014 tanggal 9
Desember 2014 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00055/207/12/073/
14 tanggal 27 Februari 2014 Masa Pajak Juli 2012 atas nama : PT
Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP : 01.062.229.8-073.000 alamat : Lyman
Wing Kota BNI, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68993/PP/M.VIB/16/
2016 tanggal 3 Maret 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali
pada tanggal 23 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan
Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di
Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2016, dengan disertai
alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut
pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal
30 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan
jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal
30 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan

kembali tersebut secara formal dapat diterima;
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ALASAN PENINJAUAN KEMBALI
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan
alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:
l. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.68993/PP/M.VIB/16/2016

tanggal 3 Maret 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan

yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan
dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan

tidak sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh

karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.68993/PP/M.VIB/

16/2016 tanggal 3 Maret 2016 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan

ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan

sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan

Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.68993/PP/
M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016, atas nama PT. Kalimantan
Sanggar Pusaka (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon
Banding) telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh
Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula
Pemohon Banding) melalui surat dengan cap kantor Pos tertanggal
23 Maret 2016 yang diterima oleh pemohon tertanggal 28 Maret
2016.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)
juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan
Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put.68993/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016 ini masih dalam
tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan
Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/
pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan
Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu

sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
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yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori
Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Ill.  Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan

Kembali ini adalah sebagai berikut.

= Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar Rp. 5.889.000,00

yang terdiri dari Faktur Pajak atas pembelian pupuk yang
digunakan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS)
dan atas TBS tersebut diolah kembali menjadi Crude Palm Oil
(CPO) yang atas penyerahan CPO dikenakan Pajak Pertambahan
Nilai pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu
(integrated) yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Pajak.
IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
sangat keberatan dengan pertimbangan hukum, pendapat maupun
kesimpulan Majelis Hakim pengadilan Pajak sebagaimana tertuang
pada halaman 20 sampai dengan halaman 28 putusan a quo yang
antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Dalam PP No. 12 Tahun 2001 yang mengatur tentang Impor
dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat
strategis mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, pada pasal 2 ayat (2) huruf (c) menyebutkan
bahwa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
adalah penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian
yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Peraturan
Pemerintah No. 12 Tahun 2001 kemudian mengalami perubahan
pada tahun 2003 dan kemudian diubah terakhir pada PP No. 31
Tahun 2007 yang pada Pasal 1 ayat (2) huruf (a) menyebutkan
bahwa barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari
kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan
yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari
sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk
memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut,

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintahan;
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Bahwa berdasarkan PP No. 12 Tahun 2001, TBS termasuk ke dalam
kriteria barang strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan TBS
dari pungutan pajak mengakibatkan pajak masukan yang telah
dibayar dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan. Hal
ini tidak mempunyai pengaruh apapun bagi petani karena bukan
merupakan Pengusaha Kena Pajak yang harus melakukan
kewajiban perpajakan sehingga tidak memerlukan pajak masukan
untuk dikreditkan dengan Pajak Keluarannya;

Bahwa Perusahaan kelapa sawit terpadu menghasilkan TBS yang
kemudian langsung digunakan sebagai bahan baku pembuatan
CPO sehingga Majelis berpendapat, terdapat pemisahan pajak
masukan yang digunakan untuk menghasilkan TBS dan pajak
masukan yang digunakan untuk menghasilkan CPO;

Bahwa Tandan Buah Segar merupakan produk akhir sektor
pertanian kelapa sawit. Tandan Buah Segar dihasilkan dari kegiatan
pertanian tanpa melalui proses lebih lanjut oleh petani kelapa sawit.
Barang hasil dari kegiatan pertanian tersebut yang langsung dijual
oleh petani kelapa sawit tidak dikenakan PPN sehingga petani tidak
perlu mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan
administrasi pajak menjadi sederhana.

Bahwa bilamana pengusaha kelapa sawit boleh mengkreditkan pajak
masukannya yang telah dibayar untuk menghasilkan TBS maka
pengusaha tidak menanggung pajak masukan di dalam perhitungan
biaya. Disisi lain, petani yang tidak dapat mengkreditkan pajak
masukannya menanggung pajak masukan yang terdapat di dalam
unsur harga pokok penjualannya;

Bahwa Crude Palm Oil (CPO) merupakan barang kena pajak yang
atas penyerahannya dikenakan PPN. Penghitungan besarnya PPN
yang terutang dapat dilakukan dengan metode PK-PM. Bagi
perusahaan kelapa sawit terpadu yang menghasilkan inputnya
sendiri berupa TBS sebelumnya harus menghitung besarnya pajak
masukan yang dapat dikreditkan besarnya jumlah pajak masukan
yang dapat dikreditkan oleh perusahaan kelapa sawit terpadu, jika
seluruhnya dapat dikreditkan maka mengakibatkan muculnya

disparitas dengan petani kelapa sawit;
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Bahwa dengan adanya disparitas yang timbul akibat pengusaha
yang dapat mengkreditkan seluruh pajak masukannya, Majelis
berpendapat bahwa untuk menghilangkan disparitas tersebut
perusahaan kelapa sawit terpadu hanya boleh mengkreditkan pajak
masukannya sebagian, yaitu pajak masukan yang telah dibayar
untuk proses menghasilkan CPO, sedangkan pajak masukan untuk
menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Perusahaan kelapa sawit terpadu yang melakukan
penyerahan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN berupa
TBS telah membayar PPN pada beberapa  tahap
dari pembuatan barang tersebut. Pajak Pertambahan Nilai tersebut
bisa dikreditkan jikapenyerahan barang tersebut merupakan objek
yang dapat dikenakan pajak tetapi karenapenyerahan tersebut
dibebaskan dari pengenaan pajak maka tidak dapat dikreditkan.
Berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perusahaan
kelapa sawit terpadutidak dapat mengklaim pajak masukan untuk
dikreditkan karena TBS termasuk ke dalamkategori barang strategis
yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut kemudian
terbentuk pada biaya yangdigunakan untuk proses pabrikasi;

Bahwa TBS yang dikonsumsi oleh Pemohon banding merupakan
bahan baku pabrik yangakan diproses lebih lanjut untuk keperluan
menghasilkan CPO, maka pemakaian bahanbaku dapat
dikategorikan sebagai tindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan
konsumsi langsung;

Bahwa berdasarkan PP No. 12 Tahun 2001, TBS termasuk ke dalam
kriteria barangstrategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari
pengenaan PPN, maka Majelisberpendapat konsumsi TBS oleh
Pemohon Banding tidak dikenakan PPN sehingga pajakmasukan
yang telah dibayar dalam rangka menghasilkan TBS tidak dapat
dikreditkan;

Bahwa berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis berpendapat
Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang
memproduksi BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari

pengenaan PPN, sehingga sesuai ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU
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PPN, Pajak Masukan atas perolehan BKP tersebut tidak dapat
dikreditkan;

Bahwa Majelis berpendapat jika bagi pengusaha yang melakukan
usaha terpadu sebagaimana Pemohon Banding dapat mengkreditkan
Pajak Masukan atas perolehan TBS sementara bagi para petani dan
pengusaha TBS tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukannya,
maka tujuan diberikannya kemudahan (fasilitas) berupa peningkatan
daya saing tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat:
bahwa TBS merupakan barang hasil pertanian yang bersifat strategi
yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Masukan atas perolehan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk
kegiatan menghasilkan/memproduksi TBS, tidak dapat dikreditkan;
bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan kegiatan perkebunan
kelapa sawit yang menghasilkkan Tandan Buah Segar sehingga
termasuk dalam kegiatan usaha yang mendapat periakuan khusus
sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN, maka harus tunduk
dengan periakuan khusus yang diterapkan dalam Pasal 16 B UU
PPN;

Bahwa TBS yang dikonsumsi oleh Pemohon banding merupakan
bahan baku pabrik yang akan diproses lebih lanjut untuk keperluan
menghasilkan CPO, maka pemakaian bahan baku dapat
dikategorikan sebagai tindakan konsumsi, tetapi bukan merupakan
konsumsi langsung;

Bahwa atas sengketa a quo, Terbanding telah benar memberlakukan
dan menerapkan periakuan yang sama atas tidak dapat
dikreditkannya Pajak Masukan atas pupuk, pestisida, traktor, sepatu
boot dan sebagainya yang berkaitan dengan unit/divisi yang
menghasilkan TBS (BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan PPN) baik pada perusahaan yang hanya melakukan
penyerahan TBS dan perusahaan yang menghasilkan TBS untuk
diolah pada divisi pengolahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis
berkesimpulan bahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena
Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk

kegiatan menghasilkanTBS Sawit (Barang Strategis), tidak dapat
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dikreditkan dengan demikian koreksi Terbanding tetap dipertahankan

karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat

koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Masa Pajak Juli 2012 sebesar Rp 5.889.000,00 sudah benar

sehingga tetap dipertahankan dan karenanya Majelis memutuskan

menolak banding Pemohon Banding;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok
sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali
antara lain sebagai berikut:

2.1 Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), antara lain
menyebutkan:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan
kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut Undang-
Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang
harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi
para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam
persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang
diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian
pembuktiaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan
keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
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2.2 Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU
PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 a ayat (1):

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena

Pajak adalah:

a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu
perjanjian;

b. pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);

c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang
perantara atau melalui juru lelang;

d. pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas
Barang Kena Pajak;

e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang
masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

f. penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar
cabang;
penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan
berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap
langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang
membutuhkan Barang Kena Pajak.

Pasal 9 ayat (2) : Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak

dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang

sama

Pasal 9 ayat (8) : Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi

pengeluaran untuk:
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a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan
usaha;

c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa
sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang
dagangan atau disewakan;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak;

e. dihapus;

f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak
mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa
Kena Pajak;

g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);

h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan
pajak;

i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang
Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang
ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

j- perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau
Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak
berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

3.  Bahwa dalam Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai menyatakan:
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“Apabila dalam suatu Masa pajak, Pengusaha kena pajak selain
melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak sepanjang bagian penyerahan
yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari
pembukuannya, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan
adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang
terutang pajak;”

Bahwa terbukti berdasarkan fakta dalam persidangan Pemohon
Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan
penyerahan yang tidak terutang pajak sehingga jelas Pasal 9 ayat (5)
tidak dapat diterapkan pada sengketa ini.

4. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon Peninjauan Kembali

(semula Pemohon Banding) telah berikan dala persidangan pajak
kemarin merupakan perusahaan yang menghasilkan produk utama
berupa CPO;
Bahwa TBS Kelapa Sawit merupakan bahan baku utama bagi
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) yang
diperoleh dari hasil penanaman sendiri maupun pasokan dari pihak
luar;

5. Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
menyatakan:

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang kena Pajak
dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat
dikreditkan;

Bahwa kalimat “ yang atas penyerahannya "dalam Pasal 16B ayat (3)
diatas merujuk pada penyerahan akhir dari Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan ‘kegiatan tertentu” terkait dengan “Barang Kena

T

Pajak tertentu” dan “Jasa Kena Pajak tertentu”, “impor Barang Kena

"o«

Pajak tertentu", ‘pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
tertentu”, “pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu”;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali Pasal 16B adalah
mengatur Pajak Masukan untuk perusahaan yang memperoleh

Fasilitas atas penyerahan hasil produksinya;
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Bahwa dengan demikian Pasal 16B Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai tidak berkaitan dengan perusahaan integrated
maupun non integrated namun hanya berkaitan dengan perusahaan
yang memperoleh fasilitas khusus dari Negara atas penyerahan
barang/jasa yang dilakukannya, misalnya untuk perusahaan dalam
kawasan tertentu;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perusahaan
yang termasuk dalam kategori perusahaan yang mendapat fasilitas
Pajak Pertambahan Nilai sehingga pengenaan Pasal 16b Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam kasus ini tidak tepat.

6. Bahwa dalam ini pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula
Pemohon Banding) sejalan dengan pendapat Hakim Tri Hidayat
Wahyudi SH.,Ak., MBA yang menyatakan pendapat berbeda
(dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan
penjelasan kedua pihak yang bersengketa, dapat diketahui bahwa
Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
industri kelapa sawit yang menghasilkan produk utama berupa CPO
dan Kernel;

Bahwa Pemohon Banding melakukan pengolahan semua TBS hasil
unit kebunnya dan menjual produk akhirnya kepada pihak lain dalam
bentuk minyak sawit dan minyak inti sawit;

Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi S.H., Ak., MBA berpendapat
bahwa dalam menentukan dapat dikreditkannya suatu pajak
masukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha dan penyerahan
yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan
jenis barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa hal ini secara implisit sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan “ Pajak
Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak
Keluaran untuk Masa Pajak yang sama;”

Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai menyatakan “Apabila dalam suatu Masa Pajak,
Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,

sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui
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dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang

dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan

penyerahan yang terutang pajak;”

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon

Banding tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak/

dibebaskan pajak kepada pihak lain berupa Tandan Buah Segar yang

dihasilkan oleh unit perkebunannya, sehingga secara jelas Pasal 9

ayat (5) tidak dapat diterapkan pada sengketa ini;

Bahwa Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sesuai

falsafah dan historisnya adalah merupakan aturan khusus diluar

ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

mengatur perlakuan khusus terkait Pajak Masukan untuk perusahaan

yang memperoleh fasilitas atas penyerahan hasil produksinya;

Bahwa Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai

secara lengkap mengatur sebagai berikut:

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau
dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu
maupun selamanya, untuk: kegiatan di kawasan tertentu atau
tempat tertentu di dalam Daerah Pabean penyerahan Barang
Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu
impor Barang Kena Pajak tertentu pemanfaatan Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari
luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan
Peraturan Pemerintah

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak
dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat
dikreditkan;

Bahwa dari isi pasal a quo, terlihat jelas bahwa ketentuan Pasal 16B

adalah ketentuan yang mengatur hal yang khusus mengenai

mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
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Bahwa kekhususan dimaksud adalah terkait dengan: kegiatan,
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak,
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan pemanfaatan
Jasa Kena Pajak, yaitu dengan adanya kata “tertentu” dibelakang hal-
hal yang diatur khusus tersebut;

Bahwa kalimat “yang atas penyerahannya " dalam Pasal 16B ayat (3)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai merujuk pada penyerahan
akhir dari Pengusaha Kena Pajak yang melakukan “kegiatan tertentu”
terkait dengan “Barang Kena Pajak tertentu” dan “Jasa Kena Pajak

T "o«

tertentu”, “impor Barang Kena Pajak tertentu”, “pemanfaatan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu”, “pemanfaatan Jasa Kena Pajak
tertentu’;

Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi SH., Ak., MBA berpendapat
bahwa kegiatan Pemohon Banding adalah melakukan kegiatan
usaha industry kelapa sawit yang terintegrasi dengan produk akhir,
yaitu CPO;

Bahwa menurut Hakim Tri Hidayat Wahyudi SH., Ak., MBA, Pemohon
Banding sebagai pengusaha CPO dengan kegiatan usaha sawit yang
terintegrasi tidak termasuk dalam lingkup kegiatan, penyerahan
maupun pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16
B Undang-Undang PPN a quo;

Bahwa kegiatan Pemohon Banding yang melakukan kegiatan usaha
industry kelapa sawit terintegrasi dengan produk akhir berupa CPO
yang jelas-jelas merupakan barang kena pajak termasuk dalam
lingkup kegiatan, penyerahan maupun pemanfaatan yang diatur oleh
ketentuan umum yang mengatur tentang penyerahan barang kena
pajak beserta pemungutan pajak pertambahan nilai serta
pengkreditan pajak masukan Pajak Pertambahan Nilai vyaitu
ketentuan Pasal 9 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang
PPN;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti Pemohon
Banding tidak melakukan penyerahan atas hasil produksi unit
perkebunannya berupa Tandan Buah Segar yang menurut Pasal 16B
ayat (3) UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, penyerahan Tandan Buah Segar
dibebaskan dari pengenaan pajak;

Bahwa Pemohon Banding terbukti hanya melakukan penyerahan
atas hasil akhir produksinya berupa Minyak Sawit dan Minyak Inti
Sawit yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga secara jelas
Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;
Bahwa dalam butir "menimbang” pada Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dinyatakan: “bahwa dalam rangka lebih
meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, serta menciptakan
sistem perpajakan yang sederhana tanpa mengabaikan pengawasan
dan pengamanan penerimaan negara agar pembangunan nasional
dapat dilaksanakan secara mandiri, dilakukan perubahan terhadap
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1994,”

Bahwa butir “Menimbang” a quo secara tegas mengisyaratkan bahwa
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dibuat dalam rangka
menciptakan sistem perpajakan yang sederhana dengan tanpa
mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan hegara
agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri;
Bahwa dalam teori hukum khususnya terkait dengan pembuatan
peraturan perundang-undangan dikenal metode “Law and Economis/
Economis Analysis of Law;”

Bahwa “Law and Economis/Economis Analysis of Law” adalah In
brief, this method applies the tool of economic analysis to law with a
focus on the fee market’s aim of efficiency and wealth/or utility
maximization (it is being said that the law simply reflects the
economics system within which it is situated" (Morris and Murphy);
Bahwa menurut metode tersebut pembuatan suatu aturan
(perundang-undangan) bertujuan untuk mencapai efisiensi dan
maksimalisasi kekayaan serta manfaat ekonomis yang kelak akan
diperoleh negara sebagai tujuan akhir dibuatnya aturan terkait;
Bahwa adanya aturan yang memberikan manfaat dan keuntungan
ekonomis bagi perusahaan sawit yang memiliki kebun dan sekaligus

pabrik pengolahan adalah dibuat dalam rangka untuk memberikan
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kesejahteraan bagi rakyat dan negara secara keseluruhan sebagai
tujuan akhir dibuatnya aturan yang memberikan fasilitas untuk itu;
Bahwa dalam hal adanya perusahaan sawit yang hanya memiliki
kebun saja dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas adalah
merupakan kewajaran karena secara ekonomis perusahaan sawit
yang hanya memiliki kebun akan memberikan sumbangan kepada
perekonomian tidak sebesar sumbangan yang diberikan oleh
perusahaan sawit yang terintegrasi yang telah mengeluarkan modal
lebih besar;

Bahwa dengan demikian antara perusahaan sawit yang hanya
memiliki kebun saja dengan perusahaan sawit yang memiliki kebun
dan pabrik pengolahan tidak dapat diperbandingkan karena tidak
sama (tidak equal);

Bahwa dengan kondisi demikian maka konsep equal treatment tidak
dapat diberlakukan antara perusahaan sawit yang memiliki kebun
saja dengan perusahaan sawit terintegrasi yang memiliki kebun dan
sekaligus pabrik pengolahan dan menghasilkan CPO sebagai pabrik
akhir yang merupakan Barang Kena Pajak;

Bahwa terkait dengan prinsip netralitas dalam perpajakan, hakim Tri
Hidayat Wahyudi SH.,Ak., MBA berpendapat bahwa keputusan bisnis
harus dimotivasi oleh ekonomi itu sendiri dan bukannya oleh faktor
pajak;

Bahwa dengan pertimbangan seperti disampaikan di atas maka
perusahaan (Wajib Pajak) dalam suatu situasi yang sama dan
melakukan suatu transaksi yang serupa akan dikenakan tingkat pajak
yang sama juga;

Bahwa dalam kondisi antara perusahaan sawit dengan kebun saja
dibandingkan dengan perusahaan sawit yang memiliki kebun dan
juga pabrik pengolahannya maka kedua perusahaan tidak dapat
dikatakan dalam suatu keadaan atau situasi yang sama;

Bahwa oleh karenanya Hakim Tri Hidayat Wahyudi SH.,Ak., MBA
berpendapat bahwa prinsip netralitas bagi kedua jenis perusahaan
sawit tersebut tidak dapat diberlakukan;

Bahwa Hakim Tri Hidayat Wahyudi SH., Ak, MBA
mempertimbangkan penafsiran yang akan datang (futuristic) dalam
hal adanya ketentuan yang mengatur tentang pengkreditan Pajak

Masukan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
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Republik Indonesia Nomor 21/PMK.011/2014 tanggal 30 Januari

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan

Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan

Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang Tidak

Terutang Pajak;

Bahwa Pasal 2 A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 21/PMK.011/2014 mengatur: “Pengusaha Kena

Pajak yang:

a. Menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya
termasuk dalam Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak; dan

b. Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit
pengolahan sendiri maupun melalui titip olah dengan
menggunakan fasilitas pengolahan Pengusaha Kena Pajak
lainnya sehingga menjadi Barang Kena Pajak yang atas seluruh
penyerahannya termasuk dalam Penyerahan yang Terutang
pajak,selurun Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat
dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan;”
Bahwa peraturan perundang-undangan a quo mengatur bahwa
seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
perpajakan;
Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, maka Hakim Tri Hidayat Wahyudi S.H., Ak.,
MBA berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan dalam
rangka menghasilkan Tandan Buah Segar tidak sesuai dengan
ketentuan dan oleh karenanya koreksi a quo tidak dapat
dipertahankan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak antara
lain diatur bahwa “Putusan Pengadilan Pajak dimbil berdasarkan
hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan

keyakinan Hakim;”
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8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis untuk menolak permohonan
Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak
tepat karena tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas koreksi Pajak
Masukkan yang dapat diperhitungan sebesar Rp. 5.889.000,00
diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta secara keseluruhan telah mebuktikan
secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak
telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan
hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar
putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di
Pengadilan Pajak nyata-nyata salah dan keliru serta tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan. Oleh
karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.68993/PP/M.VIB/
16/2016 tanggal 3 Maret 2016 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
Nomor Put.68993/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang
menyatakan:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan

Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2312/WPJ.06/2014 tanggal 9

Desember 2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00055/207/12/

073/14 tanggal 27 Februari 2014 Masa Pajak Juli 2012 atas nama : PT.

Kalimantan Sanggar Pusaka, NPWP : 01.062.229.8-073.000 alamat :

Lyman Wing Kota BNI, JI. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta, 10220 dengan

perhitungan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-

nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat
dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak

banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-
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2312/WPJ.06/2014 tanggal 9 Desember 2014, mengenai Keberatan atas Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa Masa Pajak Juli 2012 Nomor: 00055/207/12/073/14 tanggal 27

Februari 2014, atas nama Pemohon Banding NPWP : 01.062.229.8-073.000,

adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan .permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara a quo Vyaitu Koreksi Positif Pajak Masukan sebesar
Rp5.889.000,00; yang terdiri dari Faktur Pajak atas Pembelian Pupuk yang
digunakan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) tidak
dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-
dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon
Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori dari Termohon
Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan
bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum
Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo dengan
mengambilalih pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan
Pajak Sdr. Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA (Dissenting Opinion) dinyatakan
bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali
melakukan kegiatan usaha industri sawit terintegrasi dengan produk akhir
berupa CPO sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan pembebanan atas
Pajak Masukan dapat dikreditkan serta Pemohon Banding telah
melakukan kewajiban perpajakannya sudah benar dan oleh karenanya
koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai
perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana
diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 9 ayat (6) jo. Pasal
16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 2 ayat (1) huruf d
angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

b. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan Pemohon Peninjauan
kembali cukup berdasar dan patut dikabulkan karena terdapat Putusan
Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

tentang Pengadilan Pajak;
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Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:
PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA dan membatalkan Putusan
Pengadilan Pajak Nomor PUT-68993/PP/M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016
serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti
yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori
peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun
tidak ada dalil-dalii dalam kontra memori peninjauan kembali yang
melemahkan/menggugurkan dalil-dalii Pemohon Peninjauan Kembali dalam
memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan
kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang
kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan  permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : PT. KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-68993/PP/
M.VIB/16/2016 tanggal 3 Maret 2016;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H.,
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Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp 2.489.000,00
Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002
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